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KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kepemilikan dari suatu benda selalu diidentikan dengan penguasaan. Suatu benda
harus berada di tangan pemiliknya. Hal inilah yang melatarbelakangi klaim
restitusi dan pengembalian oleh negara dalam hukum internasional publik.
Hukum Internasional tidak secara tegas mengatur mengenai kepemilikan, tapi
yang diatur adalah hubungan (link) antara negara dan benda cagar budaya yang
menjadikannya benda cagar budaya suatu negara.

Walaupun kepemilikan tidak dapat ditentukan secara absolut melalui
hukum internasional dan instrumen hukum internasional tidak berlaku retroaktif
sehingga sulit diterapkan kepada kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, prinsip-
prinsip hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional tetap bisa
digunakan untuk menentukan pihak mana yang paling berhak atas suatu benda
cagar budaya. Pandangan prinsip-prinsip umum hukum internasional tetap
cenderung berpihak ke negara asal yang bagaimanapun mengalami kerugian atas
kehilangan budayanya. Jika terbukti perolehannya dilakukan dengan cara dicuri
atau diekspor secara ilegal, maka negara yang memperolehnya tersebut harus
mengembalikannya ke negara asal. Oleh karena itu, aspek-aspek lain, seperti
keabsahan ekspor, juga menjadi pertimbangan.

Perkembangan hukum internasional dewasa ini menunjukkan pendekatan
penyelesaian sengketa yang lebih memperhatikan dan peka terhadap kepentingan
seluruh pihak. Fokus utama penyelesaian sengketa bukan lagi menentukan secara
mutlak pihak mana yang harus memiliki dan menguasai suatu benda cagar
budaya, tetapi mencari jalan keluar alternatif yang bisa diterima semua pihak.
Dengan demikian, perbedaan pandangan atas kepemilikan, penguasaan dan

restitusi benda cagar budaya bisa dipertemukan.
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B. SARAN

Negara-negara yang mengambil benda cagar budaya secara ilegal atau
melalui penjarahan, berdasarkan kesadaran hukum dan moral, seharusnya
mengembalikan benda cagar budaya tersebut kepada negara asalnya. Negara harus
memulai usaha untuk melakukan kerja sama internasional dan mencari solusi
alternatif atas sengketa-sengketa benda cagar budaya demi terpenuhinya
kepentingan seluruh pihak secara efektif dan efisien.

Penelitian ini belum lengkap, selanjutnya dapat dilakukan lebih spesifik terhadap
isu-isu yang lebih mendalam dari aspek-aspek yang dibahas secara luas dalam
tulisan ini , seperti dalam tulisan ini penulis cenderung fokus pada hubungan antar
negara dan tidak terlalu membahas pihak-pihak lainnya seperti masyarakat adat,
museum atau orang perseorangan. Penelitian dapat juga dikaji melalui perspektif
bidang hukum lain, seperti Hukum Perdata Internasional dan Hukum

Internasional Intertemporal, yang dapat melengkapi cakupan tulisan ini.
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